BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 29y /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENGESAHAN WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS

Menimbang

Mengingat

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Nagari, dinyatakan bahwa Bupati mengesahkan calon Wali
Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lama 30 (tiga pqluh)
hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan
dari Badan Permusyawaratan Nagari; _

bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari
IV Koto Mudiek Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Wali
Nagari Terpilih, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pengesahan Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan
Batang Kapas Periode 2021 Sampai Dengan 2027;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957
tentang Pengubahan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1] dalam
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Tengah
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembar n N .
Indonesia Nomor 6573); an Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Datrzh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
2435, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

o o——

6373);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indaonesin Nomor
5339), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan dengan hormat Saudara Jaya Yumsi, S.Kom.
Nip,19700828 200701 1 012 sebagai Penjabat Wall Nagari IV Koto
Mudiek Kecamatan Batang Kapas dan mengucapkan terima kasih

atas tugas-tugas dan tanggung jawab serta pengabdian yang telah
dilaksanakan dengan bail,

Mengesahkan Saudara Zainil Idrus sebagai Wali Nagari IV Koto
Mudiek Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2021 sampai
dengan Tahun 2027, dengan masa tugas 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan.

Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,
mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan
Kewajiban Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berhak
memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya
sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan
Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada_ta_pggal 29 Juni 2021

 BUPATI'PESIBIR SELATAN,
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